PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 2t TAHUN 2025
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan ketentuan
Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Statistik dan Persandian;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5400);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017
tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 224);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1308);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1047);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54);



Menetapkan:

i

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir.

3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
menyelenggarakan Pemerintah Kabupaten.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
Instansi Pemerintah.

7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir.

8. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

9. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas
adalah Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian pada Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir.
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Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang
selanjutnya disebut Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik adalah Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
yang selanjutnya disebut Kepala Bidang Teknologi Informasi
dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir.

Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian yang selanjutnya
disebut Kepala Bidang Persandian adalah Kepala Bidang
Persandian pada pada Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir.

Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Kepala
Bidang Statistik adalah Kepala Bidang Statistik pada Dinas
Komunikasi Informatika  Statistik dan  Persandian
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi
yang dalam pelaksanaan tugasnnya didasarkan pada
keahlian dan aturan keterampilan tertentu serta bersifat
mandiri.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang berisi
Fungsi dan Tugas Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik
serta Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh
Pemerintah Kabupaten.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di
bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai  tugas  pokok  memimpin, mengatur,



merumuskan, membina, mengendalikan,
mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan
kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang
statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

C.

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugasnya.

(5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Dinas
mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

B B |

menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas
yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan
bidang statistik dan wurusan pemerintahan bidang
persandian berdasarkan visi dan misi Kabupaten serta
dokumen perencanaan Dinas;

menyelenggarakan dan mengkoordinasikan
penyusunan dan penetapan Rencana  Strategis
(Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana
Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Proses bisnis
(Probis), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan
kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan
Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD) serta dokumen perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
menyelenggarakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  bidang
komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan
bidang statistik dan wurusan pemerintahan bidang
persandian;

menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan
provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi
dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik
dan urusan pemerintahan bidang persandian;
menyelenggarakan perancangan dan pengembangan
sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan
program pembangunan Dinas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan secara lisan
maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing;
memantau pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat-
rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan
pelaksanaan tugas;




h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas
bawahan berdasarkan program kerja Dinas;

i. membina bawahan sesuai ketentuan kepegawaian
untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan;

j. memeriksa konsep surat yang diajukan oleh bawahan
sebelum ditandatangani,

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui
penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk
mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan
pembinaan serta upaya tindak lanjut;

1. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas secara lisan,
tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada
pimpinan;

m. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan
yang menyangkut bidang tugas Dinas; dan

n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(6) Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tugas, Kepala

(1)
(2)

(3)

Dinas dibantu oleh :

Sekretariat;

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Bidang Persandian;

Bidang Statistik;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Jabatan Pelaksana.
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Bagian Kedua
Sekretariat
Paragraf 1
Sekretaris

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian
penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian
serta pengelolaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:

a. penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

b. pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan
Dinas;

c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan
pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan,;

e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja Sekretariat.
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(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris mempunyai
tugas sebagai berikut:

a.

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui
penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk
mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan
pembinaan serta upaya tindaklanjut;

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan
pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya serta
dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan
pelaksana,;

menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian
yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik
daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian,
kelembagaan dan ketatalaksanaan, keuangan,
perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

mengatur pemberian layanan administratif kepada unit
kerja di lingkungan Dinas agar terwujud tertib
administrasi;

menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan
kearsipan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundangan — Undangan;

menyelenggarakan penetapan tugas dan fungsi Dinas
sesuai dengan penetapan dokumen perencanaan;

menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai
media referensi, peraturan perundang-undangan dan
dokumen lainnya sesuai kepentingan Dinas, serta
menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat
dan pelayanan informasi serta dokumentasi;

memberikan laporan kepada pimpinan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup
tugasnya,

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum,
kepegawaian dan rumah  tangga, keuangan,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
kinerja Dinas;

menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan
bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;

menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain
dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup
tugasnya,

mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup
Sekretariat sesuai bidang tugasnya;,

memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas bawahan;

mengkoordinasikan tugas bawahan di lingkup
Sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai
dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat
untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;



q. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan
laporan hasil koordinasi kegiatan Bidang secara lisan,
tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada
pimpinan;

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya; dan

s. melaksanakan tugas-tugas Kkedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

(5) Dalam melaksnakan tugas pokok, fungsi dan tugas,

(1)
(2)

(3)

sekretaris dibantu oleh :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
d. Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian.
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyusun
dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat,
kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan,
barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan
kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan
pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan
kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;

b. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian, dan
jabatan fungsional untuk penyusunan dan penetapan
tugas dan fungsi Dinas;

c. pelaksanaan urusan surat menyurat, Kkearsipan,
perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang
milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan
administrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup tugasnya;,

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian,;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup
Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan
dokumen perencanaan, sasaran, kebijakan teknis, dan
program kerja Dinas;
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melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat,
kehumasan dan keprotokolan, kearsipan,
perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;
menyiapkan rencana kebutuhan dan melaksanakan
pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset
Dinas;

melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian, pemeliharaan, perawatan,
inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan
barang milik daerah/aset daerah yang digunakan
Dinas;

melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan,
ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan
Dinas;

menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai Dinas;
melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis
pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan
masa kerja serta pemberian penghargaan;

menyiapkan bahan administrasi dan peningkatan
kesejahteraan pegawai, rotasi dan mutasi serta
pemberhentian pegawai dalam lingkup Dinas;
memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang
akan mengikuti pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan, teknis dan fungsional, ujian dinas dan
izin/tugas belajar;

menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan
disiplin pegawai,

menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban
kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai,
tenaga teknis dan fungsional;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan
perpustakaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
melaksanakan koordinasi dengan wunit kerja lain
dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup
tugasnya,

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugas masing-masing;

memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

menyelia kegiatan bawahan untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas
bawahan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui
penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk
mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan
pembinaan serta upaya tindak lanjut;

melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis,
berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
memberikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang
tugasnya.




(5)

(1)
(2)

3)

(4)
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Ketentuan lebih lanjut mengenai oleh Kelompok Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksana.Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 5
Subbagian Perencanan dan Keuangan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian.
Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi
perencanan program, kegiatan dan sub kegiatan dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Subbagian Perenacanaan dan
Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program Kkerja operasional
kegiatan perencanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan  serta  pengelolaan  administrasi dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;

b. melalui sekretaris melakukan koordinasi dengan
bidang-bidang dalam rangka penyusunan dokumen
perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
Dinas;

c. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang serta
Subbagian lain, dan jabatan fungsional untuk
pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan Dinas;

d. pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan
program, dan pengelolaan keuangan kegiatan Dinas;

e. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Subbagian
Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup
subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan
program kerja Dinas;

b. meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Perintah
Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan
jasa, Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan
(SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-
GU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-
TU), Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS)
Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang
diajukan oleh Bendahara dan diketahui oleh PPTK;
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menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);

. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan
administrasi dan pembukuan keuangan, verifikasi dan
akuntansi keuangan,;

melaksanakan penyusunan laporan keuangan;

melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan
pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan
seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja
(Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja dan
Angggaran Perusahaan (RKAP), dan Daftar Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA);

melaksanakan penyusunan dokumen laporan
pelaksanaan  program  kegiatan seperti  LKjIP,
perkembangan pelaksanaan program/kegiatan;
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup
tugasnya;

. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugas masing-masing;

memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

. menyelia kegiatan =~ bawahan  untuk  mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;

. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas
bawahan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui
penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk
mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan
pembinaan serta upaya tindak lanjut;

melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis,
berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
memberikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang
tugasnya.

(5) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tugas
Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dibantu oleh
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional dan
jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 6
(1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang.
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(2) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
tugas di bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik menyelenggarakan fungsi:

(3)

(4)

a.

penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis
operasional bidang Informasi dan Komunikasi Publik,
meliputi Penyelenggaraan Informasi Publik,
Penyelenggaraan Komunikasi Publik, dan Tata Kelola,
dan Kemitraan dan Kehumasan,;

penyelenggaraan rencana kerja bidang Informasi dan
Komunikasi Publik, meliputi Penyelenggaraan Informasi
Publik, Penyelenggaraan Komunikasi Publik, dan Tata
Kelola, dan Kemitraan dan Kehumasan;
penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan
capaian Kkinerja bidang Informasi dan Komunikasi
Publik.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas sebagai
berikut:

a.

b.

C.

Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas
bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran
kegiatan bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain
dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup
tugasnya;

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya;

memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugasnya;

menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang
Informasi dan Komunikasi Publik untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja;

mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas
bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah
ditetapkan,

menyusun dan memeriksa konsep surat dinas
berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui
sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi
kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya
tindak lanjut;

melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang
Informasi dan Komunikasi Publik secara lisan, tertulis,
berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada
pimpinan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya; dan
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m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(5) Dalam melaksanakan program/kegiatan Kepala Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik, dibantu oleh Kelompok
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

(6) Dalam melaksanakan kegiatan dan subkegiatan, Kepala
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dapat
melimpahkan subkegiatan pada Kelompok Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Keempat
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 7

(1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan
dan mengendalikan tugas di bidang Teknologi Informasi
dan Komunikasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis
operasional bidang  Teknologi Informasi dan
Komunikasi, meliputi Layanan Infrastruktur Dasar
Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan Jaringan
Komunikasi Data, Tata Kelola Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi, aplikasi informatika dan e-
Government;

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Teknologi
Informasi dan  Komunikasi, meliputi Layanan
Infrastruktur ~ Dasar  Teknologi Informasi dan
Komunikasi, Layanan Jaringan Komunikasi Data, Tata
Kelola  Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi, aplikasi informatika dan e-Government;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas
sebagai berikut:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas
bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;

b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran
kegiatan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;

d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain
dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup
tugasnya,

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya;
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f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugasnya;

g. menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja;

h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas
bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah
ditetapkan;

i. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas
berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui
sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi
kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya
tindak lanjut;

k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi secara lisan,
tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada
pimpinan,;

l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya; dan

m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi,

dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Fabatan

Pelaksana.

Dalam melaksanakan kegiatan dan subkegiatan, Kepala

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat

melimpahkan subkegiatan pada Kelompok Jabatan

Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Kelima
Bidang Persandian

Pasal 8

Bidang Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Persandian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mempunyai tugas pokok  memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas — tugas di

bidang Persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Kepala Bidang Persandian menyelenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis
operasional bidang Persandian, meliputi tata kelola
keamanan informasi dan persandian, layanan
keamanan informasi dan persandian, dan monitoring,
evaluasi dan audit keamanan informasi dan
persandian;

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Persandian,
meliputi tata kelola keamanan informasi dan
persandian, layanan keamanan informasi dan
persandian, dan monitoring, evaluasi dan audit
keamanan informasi dan persandian;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
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d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja bidang persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang

Persandian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas
bidang Persandian;

b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran
kegiatan bidang Persandian;

c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
bidang Persandian;

d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain
dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup
tugasnya,

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya;

f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugasnya;

g. menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang
Persandian untuk mengetahui kesesuaiannya dengan
rencana kerja;

h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas
bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah
ditetapkan,

i. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas
berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui
sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi
kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya
tindak lanjut;

k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang
Persandian secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
dengan kebutuhan kepada pimpinan,;

1. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Persandian, dibantu oleh Kelompok Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
Dalam melaksanakan kegiatan dan subkegiatan, Kepala
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat
melimpahkan subkegiatan pada Kelompok jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Bidang Statistik

Pasal 9
Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
Kepala Bidang Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan
dan mengendalikan tugas di bidang Statistik.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Bidang Statistik menyelenggarakan
fungsi:




a.

C.

d.
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penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis
operasional bidang Statistik, meliputi Pengumpulan
Data Statistik, Pengolahan Analisa Data Statistik, dan
Penyajian dan Evaluasi Pelaporan Data Statistik;
penyelenggaraan rencana kerja bidang Statistik,
meliputi Pengumpulan Data Statistik, Pengolahan
Analisa Data Statistik, dan Penyajian dan Evaluasi
Pelaporan Data Statistik;

penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja bidang Statistik.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Statistik
mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

b.

menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas
bidang Statistik;

menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran
kegiatan bidang Statistik;

menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
bidang Statistik;

menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain
dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup
tugasnya;

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya,

memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugasnya,

menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang
Statistik untuk mengetahui kesesuaiannya dengan
rencana kerja;

mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas
bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah
ditetapkan;

menyusun dan memeriksa konsep surat dinas
berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui
sasaran kerja pegawai (skp) untuk mengetahui prestasi
kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya
tindak lanjut;

melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang
Statistik secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
dengan kebutuhan kepada pimpinan,;

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya; dan

melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(5) Kepala Bidang Statistik, dibantu oleh kelompok jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana.

(6) Dalam melaksanakan kegiatan dan subkegiatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kepala Bidang
Statistik dapat melimpahkan subkegiatan pada Kelompok
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
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Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sekelompok
Jabatan Fungsional berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri atas sekolompok
Jabatan Pelaksana yang melaksanakan pelayanan publik ,
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana pada setiap jenisnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

Sistem dan mekanisme Kerja Kelompok Jabatan Fungsional
dan Jabatan Pelaksana pada sekretariat daerah mengcau
pada peraturan perundang-undangan tentang sistem Kkerja
pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi.

Pasal 11

Bagan Struktur Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

BAB 111
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12
Hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu
kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
Dinas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang
statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian,
kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat,
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi
Informatika, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Bidang Persandian, Bidang Statistik dan Kelompok Jabatan
Fungsional menurut lingkup tugasnya masing-masing.
Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis
administratif berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam
melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan
fungsional dengan Perangkat Daerah/instansi lain yang
berkaitan dengan fungsinya.
Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris.
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
dalam menyelenggarakan tugasnya wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
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(6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas,
wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 13

(1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang
pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
mengikuti dan mematuhi  petunjuk-petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta
menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan  cara
penyampaiannya, berpedoman kepada ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 1

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Pejabat di lingkungan Dinas selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dinas
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir atau sumber lain yang sah dan
tidak mengikat

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Penukal Abab Lematang llir (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor
46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 14 meeer 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal ra4 marer 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025
NOMOR 2



Lenovo
Typewritten text
   dto

Lenovo
Typewritten text
      dto


OLNVIDSY

Il ONVLVINAT ﬂ<m< TVINNAd ILvdNd

i vUBSYE[d ] UB)RqER[ UBD BUBSYR[dJ UB)RqE[ URp
[euoisSun g uvyeqep yodwopy [euois3un § uejeqep yodwopy

vUESYE[dJ uB)eqR uep eUEBSYE[DJ UBJEqE[ UBp w

Q ﬁ [euois3un j uejeqepr yodwopdyf w H [euoisSun g uejeqep yodwopyy

\. — | |
i ! 1 ISEYIUNWOY] UEP ISLULIOJu] MIqng ISejIunwoy| uep
ugipuesidg suepig ejedayy jusne)s sSuepig ejeday H ‘13010 |, Suepig epeday iseuioju] suepig ejeday|

uesuenayf ugp ueremedaday] uep
UBBUEBIUIID Seqnsey] wnu) seqnsey|

L .PIl ) [euois3un j

uejeqer yodwopyf
SLIBJO.D}IS
- I
seui(q epedayy

NVIANVSYdd NVA MILSILVLS ‘VIILVINNOJNI ‘ISVMINNWOX SVNIA ISVSINVOIO dNLMNILS

NVIANVSHHd NVA MILSILV.LS VIILYINNOANI
ISVVINNINOX SVNIA VEIN VIVL VINES ISODNNA
NVA SYDNL ISVSINVDIO NVNNSNS ‘NVINANaad
DNV.INHL

SCOC NNHVL Iz ¥OWON

AI'TT ONV.LVINAT gVEV TVINNAd LLVdNg NVINLVIAd
NVAIdINVYT




